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ABSTRACT 
 
Article clarified corporate application as a law subject that had not been fully applied in 
Indonesia. Corporate status as a subject for criminal law only could be found in Criminal Law 
Legislation, out of KUHP that had been categorized as special criminal law, or administrative regulation 
having crime sanction. The research applied yuridis –normatif and yuridis comparative methods with the 
following results. There is incompleteness for the status of a corporate, when the corporate will be 
considered as a liable institution, how to show the liability, etc. The corporate liability in Indonesia in the 
special criminal law ( outside KUHP), started with UU no. 7/Drt/1955 concerning Economy Criminal Act 
that later was continued by other special criminal law up to the affects that the corporate responsibility 
did not work in general, but it was only limited and applied to some special regulations out of those 
KUHP. Therefore, the design of Criminal Law Regulations that will be authorizeed into Law is supposed 
to be able to be guidance in overcoming corporate ‘s criminals 
 




Artikel menjelaskan penerapan korporasi sebagai subjek hukum yang belum sepenuhnya 
diterapkan di Indonesia. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya dapat ditemukan 
dalam perundangundangan hukum pidana di luar KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana 
khusus, ataupun perundangundangan administrasi yang bersanksi pidana. Dari hasil penelitian yang 
menggunakan pendekatan yuridisnormatif dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis- komparatif terlihat 
ketidaktuntatasan dalam merumuskan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dijatuhi pidana. 
Adapun ketidaktuntasan tersebut yaitu mengenai kapan suatu korporasi dianggap harus bertanggung 
jawab, ataupun bagaimana cara pertanggungjawabannya. Prinsip pertanggungjawaban korporasi 
(corporate liability) di Indonesia yang tersebar dalam hukum pidana khusus (di luar KUHP), yang 
diawali dengan UU No 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang kemudian disusul oleh 
peraturan pidana khusus lain yang menjadikan kebijakan formulasi pertanggungjawaban korporasi yang 
menyangkut subjek tindak pidana korporasi tidak berlaku secara umum, tetapi terbatas dan hanya 
berlaku terhadap beberapa perundang-undangan khusus di luar KUHP tersebut, untuk itu, kedepan 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan segera disahkan menjadi Undang-undang 
harus mampu menjadi pedoman dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. 
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